PEMBAGIAN HARTA WARISAN KELUARGA MUSLIM MASYARAKAT SAMIN DUSUN JEPANG MARGOMULYO BOJONEGORO (PERGULATAN ANTARA HUKUM WARIS ISLAM DAN ADAT) by AMA’ KHISBUL MAULANA, NIM. 1420311064
PEMBAGIAN HARTA WARISAN KELUARGA MUSLIM
MASYARAKAT SAMIN DUSUN JEPANG MARGOMULYO
BOJONEGORO






Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
















N4en1,:rtal<an bahu,a naskah tesis ini secara keseluruhar-r adalah hasil
pcnclitiun,l<ar1,a sa)'Lr sendrri, l<ecuali pacla hagian-tragi;rn y.rng dirujuk
s u nr [r et-n va.
Yogyakarta, 20 Januari 2017
Sava yang menyatakan.











,,\rn:ln I(hisbul N{aulana. S.HI




lV{ctlr"atitl<att bahrvlt tiaskah tcsis ini sccal'a keselur-uhan benar-benar bebas
clari Plagiasi..iil<a cli kcnrudian hari tcrbukti melakukan plaeiasi. maka saya
siap ditindal< sesuai l<etcntuan hukum yzu-rg berlaku.
\/ogval<altu. 20 .lanr-rart 2011
Sava yar-rg menyatakan,
l
Ama' Khisbul Nlaulana, S.HI
NIM: 14203 I l0(r4
iii
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA










PEMBAGIA}{ HARTA WARISAN KELUARGA
MUSLIM MASYARAKAT SAMIN DUSUN JEPA}.IG
MARGOMIILYO BOJONEGORO (PERGULATAN
ANTARA HUKUM WARIS ISLAM DAN ADAT)






. Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Hukum M.H.)
idi, M.Phil., Ph.D.






Di rcl<tur Pnrgmn'i Pascasltr-j ana
LlIN Sur-ian I{alijaga
Yogyal<arta
,1,s.soItr nrr r'a Icr il;trnt ll;r'. U/l-t
St:lclrlr nrclrtl<Ltl<rtn h jnrhirrsarr. arahan. clatr korcksi tcrhadap penulisan tesis yang
l-cr jtrtlLil 
.
PEMBAGIAN HART,{ WARISAN KELUARGA MUSLIM
MASYARAKAT SAMIN DUSUN JEPANG MARGOMULYO
BOJONEGORO (PERGULATAN ANTARA TIUKUM WARIS
ISLAM DAN ADAT)






:,.\nrl' Ir.hisbul NI:lulan:r. S.II I
:14203110(r4
:N,lagistcr
: Hukun.r Islam (HI)
: Hukunr I(clualga (HI()
l
Slrva l"rr-:r"lrctrrlapat 1.r111111,;1 tcsis tcr-sclttrt suclah daltat rlta.jul<an l<c1ta11a prograni
Pascasat'jatla LllN Sunnt.t Kali.jaga ur-rtuk diu.iikan dalanr rangka n-ierlperoleh gelar
N'i agister P encli cl i l<rin I sl a r-t-t.
lfas,s a la nt rt' rt I oili unt y t'. y b.
vi
20 Jar-ruari 201 7
NIP. 19770107 200604 2 002
vii
ABSTRAK
Ama’ Khisbul Maulana, Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim
Masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro (Pergulatan
Antara Hukum Waris Islam Dan Adat). Tesis. Yogyakarta: Program
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
Pertentangan antara pemberlakuan hukum Islam dengan hukum adat
seringkali masih terjadi dalam praktik kehidupan masyarakatmuslim Indonesia,
terutama kaitannya dengan hukum kewarisan. Masyarakat Samin dusun Jepang
Margomulyo Bojonegoro sebagai satu entitas masyarakat yang sangat memegang
teguh ajaran leluhurnya yaitu agama Adam, pada perkembangannya sudah mau
menerima Islam sebagai agama mereka. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan; (1) hukum yang digunakan dalam pembagian harta
warisankeluarga muslim masyarakat Samin, dan (2) mengapa mereka
menggunakan hukum tersebut.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yang menggunakan
data primer berupa hasil observasi dan hasil wawancara, dengan memilih lokasi
penelitian di Desa Jepang, Kecamatan Margomulyo Bojonegoro. Adapun
responden-responden adalah masyarakat Samin yang beragama Islam, para tokoh
masyarakat dan pemuka adat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan historis sosiologis antropologis, untuk memotret secara utuh
tradisi keagamaan masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, Hukum waris yang
digunakan keluarga muslim masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo
Bojonegoro dalam pembagian harta warisan mereka adalah hukum waris adat
Samin. Adapun dalam perkembangannya pelaksanaan hukum waris adat tersebut
sama sekali belum terpengaruh oleh hukum waris Islam, meskipun mereka –
masyarakat Samin – sudah beragama Islam. Kedua, Penggunaan hukum waris
adat keluarga Muslim masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro
dalam pembagian harta warisan adalah dikarenakan masih kuatnya dominasi nilai-
nilai adat terhadap ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Tradisi sosial
keagamaan masyarakat muslim Samin yang masih tergolong abangan menjadikan
hukum Islam tidak diberlakukan sebagai hukum kekeluargaan masyarakat Samin.
Kata Kunci : Hukum Waris, Masyarakat Samin, Harta Warisan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri













































es (dengan titik di atas)
je
ha (dengan titik di bawah)
ka dan ha
de

























































es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)




















Semua tā’ marbūtah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata
tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh
kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang
sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya





































1. fathah + alif
ﺔّﯾـﻠھﺎﺟ
2. fathah + ya’ mati
ﻰﺳﻧـَﺗ
3. Kasrah + ya’ mati
مـﯾرﻛ



















1. fathah + ya’ mati
مﻛﻧﯾـﺑ






















H. Kata Sandang Alif + Lam


























“Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi
budaya Arab. Bukan untuk ‘aku’ jadi ‘ana’, ‘sampeyan’ jadi ‘antum’,
‘sedulur’ jadi ‘akhi’. Kita pertahankan milik kita, kita serap










ﺤﻟاـــﻠﺴﻟو=ﺎﻨﮭــﺷ كﻮـــﺒﻧ=ﮫﻋﺮ ّــﻋ=ﺎﻨﮭ ـّﻠﺤﺒﺳ ﺎﻨﻤــﻘﻟﺎﺑ=ﮫﻧﺎــﻀﻓ ﻢﻠــ ّﻨﻣو ﻼ=ﮫﻨﻣ=ﺎ
ﻢﻟ ﺎﻣﻢﻠﻌﻧ , ّﺼــﺧو=ّﺴﻟاو=نﺎـــﯾدﻷا=ﻞﻀـﻓﺄﺑ=ﺎﻨ ّﻨنأﺮــﻘﻟاو ءاّﺮــﻐﻟا ﺔ . ّﻢﺛ=ﻊـﻣ=ﮫﺗﻼﺻ
 ّﺘﻟا=ّﻨﻟا= ﻰﻠﻋ= ﻢـﯿﻠـﺴ ّﻲﺒ ّﺮﻟا ّﺮﻟا فؤ=ّﻤﺤﻣ= ﻢﯿـــﺣ=ﻞﺿﺎﻓﻷا= ﮫﺒـﺤﺻو= رﺎـﮭطﻷا= ﮫﻟأو= ﺪ
ﺑﻷاــﺗو راﺮـﯿﻌﺑﺎـﺑ=ﻢﮭـﻘﺘﺳﻹﺎــﻣﺎﺔـﯿﺒﺳ=ﻰﻠﻋـﻟإ=ﻢﮭﻠـﻣﺎﯿﻘﻟا=ﻰـﺔ.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hukum waris merupakan salah satu bagian dari beberapa hukum yang berlaku
dalam lembaga keluarga. Sebuah lembaga sosial yangterbentuk sebagai akibat
dari adanya hubungan perkawinan sah antara laki-laki dan perempuan.1 Hukum
waris timbul sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum yaitu kematian. Oleh
karena itu, masalah waris menjadi perihal yang sangat penting dalam kehidupan
manusia sebagai mahluk hidup sekaligus mahluk sosial. Mahluk hidup yang
sewaktu-waktu akan mengalami kematian dan mahluk sosial yang senantiasa
terikat atau mengikatkan dirinya secara hukum dengan individu yang lain.
Terjadinya peristiwa kematian pada seseorang menimbulkan beberapa
permasalahan terkait pengaturan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang
yang telah meninggal tersebut. Termasuk pengaturan terkait siapa saja yang
dianggap berhak menerima hak-hak atas harta peninggalan dan sekaligus
kewajiban-kewajiban seseorang yang semestinya harus dilaksanakan.
Penyelesaian terhadap beberapa permasalahan tersebut secara keseluruhan diatur
dalam suatu pranata sosial yang hidup dalam masyarakat, yaitu lembaga
kewarisan.
1Di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan
No.1 tahun 1974, bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya. Lihat Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini belum
merupakan unifikasi hukum. Unifikasi hukum di bidang hukum waris senantiasa
mengalami kesulitan dikarenakan beraneka ragamnya corak budaya, agama,
social dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.2 Di
beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-
macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam
dan hukum waris Barat yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek (BW).3
Keanekaragaman hukum ini pada praktiknya menjadi semakin bermacam-macam
karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal,
terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara daerah satu dengan daerah lain,
mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam
masyarakat.4
2Ronald Saija dan Roger F.X.V. Letsoin, Buku Ajar Hukum Perdata, (Yogyakarta: CV. Budi
Utama, 2014), 107.
3Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena pada dasarnya di Indonesia terdapat tiga sistem
hukum yang diberlakukan, yaitu sistem hukum adat, hukum Islam dan sistem hukum Eropa sebagai
warisan kolonial belanda. Pada masa penjajahan, ketiga sistem hukum ini diberlakukan terhadap
permasalahan kewarisan, yaitu apabila yang meninggal dunia termasuk golongan pribumi, maka
hukum yang berlaku adalah hukum waris adat. Sedangkan jika pewaris merupakan golongan eropa
atau timur asing Cina, maka bagi mereka berlaku hukum waris BW. Kemudian untuk pewaris yang
termasuk golongan timur asing bukan tionghoa (Arab, Pakistan, India dan lain sebagainya) berlaku
hukum waris adatnya masing-masing dan sepanjang pengaruh agama lebih dominan dalam kehidupan
mereka sehari-hari, maka diberlakukan hukum waris yang ditentukan oleh hukum agamanya. Selain itu
apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka dalam beberapa
hal mereka dapat mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam atau dapat
memilih untuk menggunakan hukum waris adatnya masing-masing. Ibid., 108. Bandingkan dengan,
Eman Suparman, Intisari Hukum Waris di Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1991), 7.
4Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia. Terjemahan A. Soehardi (Bandung: Sumur,
1979), 11-12.
3Di Indonesia, negara yang dikenal dengan kebhineka tunggal ikanya
mempunyai sistem dan bentuk kekerabatan yang berpangkal pada garis
keturunan. Sistem kekeluargaan tersebut yaitu: pertama, patrilineal (sifat
kebapakan), di mana bila seorang perempuan menikah maka secara otomatis dia
terlepas dari hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya, dia masuk dalam
hubungan kekeluargaan suaminya, begitu pula anak-anak perempuannya, kecuali
bila mereka sudah menikah. Kekeluargaan yang bersifat patrilineal ini antara lain
daerah Batak. Kedua, matrilineal (sifat keibuan), dalam sistem kekeluargaan ini
suami turut berdiam di rumah istri, ia tidak masuk dalam keluarga istri, anak-anak
dari hasil perkawinan tersebut dianggap kepunyaan ibu, pada hakikatnya suami
tidak mempunyai kekeuasaan terhadap anak-anaknya, ini berlaku di daerah
minangkabau sumatera barat. Ketiga, parental (keibu-bapakan) yaitu, antara istri
dan suami tidak mempunyai perbedaan kedudukan dalam keluarga masing-
masing, begitu pula tidak antara lain Jawa, Madura, dan Riau.5
Selain hukum adat, masyarakat Indonesia juga memberlakukan hukum
Islam. Hal tersebut dikarenakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan
jumlah Muslim terbesar di dunia. Agama Islam–sejak awal perkembangannya di
Indonesia pada pra kemerdekaan hingga dewasa ini– tumbuh subur dan menjelma
menjadi agama mayoritas, meskipun secara politik Indonesia bukan negara Islam.
Namun kemudian fakta tersebut sepertinya tidak berbanding lurus dengan realita
5Yuliatin, Pluralitas Hukum Waris Adat di Indonesia, (Media Akademika, Vol. 26, No. 3, Juli
2011).
4yang ada terkait pemberlakuan hukum Islamitu sendiri.6 Terbukti dalam beberapa
kasus, terutama dalam hukum keluarga masih ada semacam tarik menarik terkait
pemberlakuan antara hukum Islam dengan hukum adat masyarakat setempat,
Salah satu bagian di dalamnya adalah hukum kewarisan.
Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa banyak dari
masyarakat Muslim di beberapa daerah lebih memilih menggunakan hukum waris
adat dibandingkan hukum waris Islam menyangkut pembagian harta warisan
mereka. Salah satu contohnya adalah masyarakat Minang, yang terkenal dengan
keteguhan dalam menjalankan syari’at agama, dalam praktek kewarisannya masih
menggunakan hukum waris adat sesuai dengan sistem kekeluargaan matrilineal.
Adapun masyarakat suku Sasak Sade Lombok Tengah yang meskipun mayoritas
beragama Islam juga ternyata dalam pembagian warisan masih menggunakan
hukum waris adat mereka.7
Selain beberapa kelompok masyarakat – yang memiliki hukum adat berbeda
satu sama lain – tersebut di atas, masyarakat Samin adalah salah satu di antaranya
yang sampai saat ini masih memegang teguh hukum adatnya. Samin merupakan
6Seseorang yang secara ikhlas memutuskan untuk memeluk agama tertentu, pada prinsipnya –
terlepas dari perbedaan faham keagamaan yang dianut– wajib melaksanakan segala tuntutan kewajiban
maupun larangan agama, termasuk seluruh sistem hukum yang ada di dalam agama tersebut. Baca
Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Di Indonesia
(Yogyakarta: LKis, 2001), 5-6.
7Sri Wahyuni, “Hak Waris Perempuan di Suku Sasak Sade Lombok Tengah”,dalamHukum
Keluarga dan Dinamika Sosial; Kajian Adat Masyarakat Samin, Maluku, Kalimantan dan Sasak,
(Yogyakarta: Calpulis, 2016), 124. Baca juga, Marzuki Wahid, Fiqh Madzhab Negara, 81.
5salah satu masyarakat adat yang ada di Indonesia.8 Masyarakat ini adalah
keturunan para pengikut Samin Surosentiko yang mengajarkan sedulur sikep, di
mana mereka mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk
lain di luar kekerasan.9 Ajarannya tidak hanya tersebar di daerah Blora saja, tetapi
tersebar di beberapa daerah lainya, seperti Pati, Rembang, Bojonegoro, Madiun,
Banyuwangi, Purwodadi, Kudus, Brebes.10
Kebiasaan masyarakat Samin ditandai oleh sikap dan prilaku atau perbuatan
yang tidak (selalu) mengikuti aturan-aturan yang berlaku di desa atau masyarakat
di mana mereka tinggal, hal ini diawali oleh sikap orang Samin yang berani
melawan kebijakan pemerintah Belanda.11 Terbawa oleh sikapnya yang
menentang pemerintah kolonial itu, pendirian orang-orang Samin membuat
tatanan atau aturan sendiri, adat-istiadat dan cenderung tertutup untuk menerima
adat-istiadat baru dari kelompok luar. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat Samin
yang berbeda tersebut terlihat dalam tata cara yang berkaitan dengan perkawinan,
kehamilan, kelahiran, kematian, dan juga cara berkomunikasi (bahasa).12
UMeskipun secara sistem kekerabatan masyarakat Samin sama dengan masyarakat Jawa secara
umum, namun dalam hal adat kebiasaan masyarakat Samin memiliki banyak perbedaan. Wawancara
dengan Nuryanto (Kepala Desa Margomulyo), di kantor desa, pada 08 Mei 2016.
9https://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran_Samin, (diakses pada 28-10-2016)
10Wawancara dengan Nuryanto (Kepala Desa Margomulyo), di kantor desa, pada 08 Mei 2016.
11Titi Munfangati, dkk. Kearifan Budaya Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten
Blora Jawa Tengah, (Yogyakarta: TP, 2004), 29.
12Sukari, Kehidupan Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati,
(Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional, 1996/1997), 224.
6Sedangkan dalam hal warisan, pada kalangan masyarakat Samin lebih
dikenal dengan sebutan tinggalan. Secara keseluruhan masyarakat Samin tidak
mengenal istilah warisan.Selain itu, konsep hukum waris Samin berbeda dengan
hukum waris dalam agama Islam. Menurut hukum kewarisan masyarakat Samin,
pada dasarnya semua anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak
yang sama atas harta peninggalan orang tuanya, bahkan orang Samin tidak
mempersoalkan perbedaan agama dalam menerima warisan, karena semua
manusia adalah sama-sama keturunan Adam.
Adapun dalam hal pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut, dilakukan
ketika orang tua masih hidup, Sehingga orang tua mempunyai otoritas penuh
dalam pembagian tersebut, karena dikhawatirkan jika pembagian dilakukan
setelah mereka meninggal akan menjadi permasalahan bagi anak-anak mereka.
Meskipun begitu ada juga pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan ketika
orang tua sudah meninggal. Biasanya pelaksanaan seperti ini jika ada harta
peninggalan yang tersisa pada waktu orang tua masih hidup.
Sementara itu, berbeda dengan masyarakat Samin pada umumnya yang
menganut agama Adam dan hidup menjauhkan diri dari modernitas, masyarakat
Samin yang tinggal di daerah Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan
Margomulyo, Bojonegoro, sudah jauh lebih modern. Selain itu banyak
masyarakat Samin yang sudah memeluk agama Islam. Meskipun masih ada yang
7memegang teguh kepercayaan lama, namun dapat dikatakan bahwa Islam menjadi
agama mayoritas di kampung Samin dusun Jepang saat ini.13
Dari latar belakang tersebut, hubungan antara praktik keislaman dengan
adat masyarakat Samin khususnya terkait hukum kewarisan, menjadi satu
keresahan tersendiri yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih
lanjut terkait pembagian harta warisan masyarakat Samin Bojonegoro, yang
dalam hal ini sudah memeluk agama Islam. Hal yang kemudian menjadi menarik
adalah terkait pertentangan antara pemberlakuan hukum Islam dengan hukum
adat dan budaya setempat masyarakat Samin dalam berlangsungnya praktek
kewarisan mereka.
B. Rumusan Masalah
1. Apa hukum yang digunakan dalam pembagian harta warisan keluarga Muslim
masyarakat Samin Bojonegoro?
2. Mengapa dalam pembagian harta warisan keluarga Muslim masyarakat Samin
Bojonegoro menggunakan hukum tersebut?
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui hukum yang digunakan dalam pembagian harta warisan
keluarga Muslim masyarakat Samin Bojonegoro.
13Wawancara dengan Nuryanto (Kepala Desa Margomulyo), di kantor desa, pada 08 Mei 2016.
82. Untuk mengetahui latar belakang sosiologis keluarga Muslim masyarakat
Samin bojonegoro menggunakan hukum tersebut serta melihat dialektika
antara hukum Islam dan hukum adat mereka.
Adapun kegunaannya adalah sebagai sumbangan informasi ilmiah pada
masyarakat untuk menambah wawasan keislaman, khususnya yang berkaitan
dengan pembagian harta warisan. Selain itu juga untuk memperkaya khazanah
ilmu pengetahuan pada umumnya dan dalam bidang Syari’ah pada khususnya dan
lebih khusus dalam bidang ilmu waris.
D. Telaah Pustaka
Penelitian tentang hukum waris sudah banyak sekali dilakukan, baik berupa
penelitian pustaka maupun penelitian lapangan, tentunya dengan fokus penelitian
yang berbeda-beda. Begitu juga dengan penelitian tentang kehidupan masyarakat
adat, termasuk juga di dalamnya menyangkut hukum waris adat, sudah banyak
dihasilkan.
Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan fokus pembahasan hukum
waris masyarakat Samin di antanya adalah penelitian Hilman Hadikusuma dalam
bukunya Hukum Waris Adat hanya mendeskripsikan tentang macam-macam
hukum waris adat di Indonesia, penggambaran tersebut hanya terbatas pada
hukum waris yang berkaitan dengan garis keturunan, di samping itu juga
mengungkapkan sistem hukum waris Islam.14
14Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat. Cet. 4. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
1990)
9Penelitian lain tentang identitas masyarakat Samin yaitu buku yang berjudul
Mayarakat Samin Siapakah Mereka? Yang ditulis oleh R.P.A. Soerjanto
Sastroatmodjo. Penelitian tersebut membahas tentang identitas masyarakat Samin,
ajaran-ajaran yang dianutnya dan tradisi wong kalang, yang mana wong kalang
merupakan leluhur dari masyarakat Samin.15
Penelitian sosiologis dengan judul Model Pembagian Harta Waris Pada
Masyarakat Samin yang dilakukan oleh Soelistyowati dan Ellyne Dwi Poespasari.
Penelitian ini memaparkan tentang berbagai kekayaan yang bisa diwariskan
dalam Masyarakat Samin serta pola dan mekanisme pemberian kekayaan untuk
kepentingan para janda dan anak-anak. Penelitian ini menitikberatkan pada pola
struktur kekeluargaan masyarakat Samin serta implikasi terkait pembagian harta
kekayaan mereka.16
Penelitian lain tentang hukum waris masyarakat Samin adalah skripsi yang
berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin Di
Desa Sambong Rejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora. Skripsi yang disusun
oleh Siti Nur Azizah ini membahas tentang hukum kewarisan adat masyarakat
Samin Desa Sambong Rejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, dengan
15Soerjanto Sastroatmodjo, Masyarakat Samin Siapakah mereka?, cet. I, (Yogyakarta: Narasi,
2003).
16Soelistyowati dan Ellyne Dwi Poespasari, Model Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat
Samin. Fakultas Hukum Unair Surabaya, tahun 2006.
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pemaparan secara deskriptif. Data tersebut kemudian dianalisis dengan konsep
hukum Islam.17
Penelitian Dwi yustono yang berjudul Perspektif Hukum Islam Terhadap
Kewarisan Masyarakat Suku Samin. Secara pembahasan hamper sama dengan
penelitian Siti Nur Azizah, namun perbedaan terletak pada lokal penelitian.
Skripsi ini membahas tentang adat kewarisan masyarakat Samin desa Klopo
duwur dengan pendekatan normatif-sosiologis, mendeskripsikan praktek
kewarisan yang digunakan oleh masyarakat setempat dan kemudian dianalisis
dengan menggunakan hukum Islam.18
Adapun dalam penelitian kali ini hampir memiliki kesamaan dengan
penelitian-penelitian sebelumnya yaitu membahas terkait hukum waris
masyarakat Samin. Beberapa hal yang menjadikan sangat berbeda adalah fokus
pembahasan dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini lebih menekankan
pada latar belakang sosiologis terhadap hubungan hukum Islam dan adat pada
praktik kewarisan yang diterapkan oleh masyarakat Samin di daerah Jepang,
Margomulyo, Bojonegoro. Satu komunitas Masyarakat Samin yang mayoritas
sudah memeluk agama Islam. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah hukum
waris apakah yang digunakan?.
17 Siti Nur Azizah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin Di
Desa Sambong Rejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora. Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN
Walisongo Semarang, tahun 2009.
18Dwi yustono, Perspektif Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Suku Samin. Skripsi
Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga tahun 2009.
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E. Kerangka Teori
Penelitian tentang penerapan hukum waris ini menggunakan teori pemberlakuan
hukum di Indonesia. Sebuah teori yang membicarakan tentang relasi antara
hukum adat dan hukum Islam dalam hal penerapannya oleh masyarakat.Kajian
pemberlakuan hukum Islam di Indonesia merupakan sebuah fenomena
pemberlakuan hukum yang paling tidak dilatar belakangi adanya kepentingan-
kepentingan kolonial Belanda dalam melihat perkembangan hukum adat dan
hukum Islam, sehingga timbul hasrat untuk menerapkan hukum perdata Barat
(Bugerlijk Wetboek). Dalam menerapkan hukum-hukum dinamika hukum Islam
di Indonesia setidaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa
memang sejak dahulu intervensi Belanda terhadap hukum Islam tidak terlepas
dari politik hukum dan hukum politik sehingga memunculkan beberapa teori
hukum.Sehubungan dengan berlakunya hukum adat bagi bangsa Indonesia dan
hukum agama bagi masing-masing pemeluknya, muncullah beberapa teori-teori
hukum.
Teori yang pertama adalah teori Receptio in Complexu. Menurut teori ini,
bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam
berlaku hukum Islam, demikian juga bagi pemeluk agama lain. Teori ini semula
berkembang dari pemikiran-pemikiran para sarjana Belanda seperti Carel
Frederik Winter (1799-1859) seorang ahli tertua mengenai soal-soal Jawa,
Salomon Keyzer (1823-1868) seorang ahli bahasa dan ilmu kebudayaan Hindia
Belanda. Teori Receptio in Compelexu, ini dikemukakan dan diberi nama oleh
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Lodewijk Willem Chrstian van den Berg (1845-1925) seorang ahli hukum Islam,
politikus, penasehat pemerintah Hindia Belanda untuk bahasa Timur dan hukum
Islam.19
Selanjutnya muncul teori yang menentang teori Receptio in Complexu, yaitu
teori Receptie (Resepsi). Menurut teori Resepsi, hukum Islam tidak otomatis
berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam, kalau ia sudah
diterima (diresepsi) oleh dan telah menjadi hukum adat mereka, Jadi yang berlaku
bagi mereka bukan hukum Islam, tapi hukum adat. Teori ini dikemukakan oleh
Cornelis van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje.
Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang
Islamakandiselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila hukum adat mereka
menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi.
Pemikiran Snouck Hurgronje tentang teori Resepsi ini, sejalan dengan
pendapatnya tentang pemisahan antara agama dan politik.20
Sebagai tanggapan dari beberapa teori tersebut, maka muncul kemudian
teori receptie exit. Menurut teori resepsi exit, pemberlakuan hukum Islam tidak
harus didasarkan atau ada ketergantungan kepada hukum adat. Menurut Hazairin,
bahwa hukum agama itu bagi rakyat Islam dirasakannya sebagai sebagian dari
perkara imannya. Selanjutnya Hazairin menyatakan bahwa; Persoalan lain yang
19Sayuti Thalib, Receptio A Contrario, Cet. Ke-3(Jakarta: Bina Aksara, 1982), 15.
20Sukmawati Assaad, “Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia”, Jurnal Al Ahkam
Volume IV, No. 2 (Agustus 2014),  31.
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sangat mengganggu dan menentang iman orang Islam ialah “teori resepsi” yang
diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda untuk merintangi kemajuan Islam di
Indonesia. Menurut teori resepsi itu hukum Islam ansich bukanlah hukum, hukum
Islam itu baru boleh diakui sebagai hukum jika hukum Islam itu telah menjadi
hukum adat. Tergantung pada kesediaan masyarakat adat penduduk setempat
untuk menjadikan hukum Islam yang bukan hukum itu menjadi hukum adat.
Menurut Hazairin, teori resepsi yang menyatakan bahwa hukum Islam baru
berlaku bagi orang Islam kalau sudah diterima dan menjadi bagian dari hukum
adatnya, sebagaimana dikemukakan oleh C.Snouck Hurgronje telah dihapus atau
harus dinyatakan terhapus dengan berlakunya UUD 1945. Pemahaman inilah
yang dimaksud dengan teori Receptie exit.21
Selanjutnya terkait pemberlakuan hukum Islam terdapat teori sinkretisme
dikemukakan oleh Hooker setelah sebelumnya melakukan penelitian di beberapa
daerah di Indonesia. Hooker berpendapat bahwa kenyataan membuktikan tidak
ada satu pun sistem hukum, baik hukum adat maupun hukum Islam yang saling
menyisihkan. Keduanya berlaku dan mempunyai daya ikat sederajat, yang pada
akhirnya membentuk suatu pola khas dalam kesadaran hukum masyarakat.
Namun, kesaamaan derajat berlakunya dua sistem hukum ini tidak selamanya
berjalan dalam alur yang searah. Pada saat tertentu, dimungkinkan terjadinya
21Assaad, “Teori Pemberlakuan Hukum”, 33.
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konflik seperti digambarkan dalam konflik hukum adat dengan hukum Islam di
Minangkabau atau konflik antara santri dan abangan di Jawa.
Dengan demikian menurut Hooker, daya berlakunya suatu sistem hukum
baik hukum adat maupun hukum Islam, tidak disebabkan oleh meresepsinya
sistem hukum tersebut pada sistem hukum yang lain, tetapi hendaknya
disebabkan oleh adanya kesadaran hukum masyarakat yang sungguh-sungguh
menghendaki bahwa sistem hukum itulah yang berlaku. Dengan anggapan ini,
akan tampak bahwa antara sistem hukum Adat dengan sistem hukum Islam
mempunyai daya berlaku sejajar dalam suatu masyarakat tertentu.22
Selain menggunakan teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, dalam
peneliatian ini juga diperlukan satu teori untuk memotret kehidupan sosio-
keagamaan masyarakat Samin dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro yang
masih kental dengan adat kebudayaan. Teori yang digunakan untuk menjelaskan
bagaimana keagamaan masyarakat Samin adalah teori trikotomi“Abangan, Santri
dan Priyayi” yang dikemukakan oleh Clifford Geertz mengenai tradisi
keagamaan – Islam – masyarakat Jawa.23
22Ibid., 35.
23Greetz merumuskan teori ini dalam penelitiannya yang dilakukan di daerah Indonesia
tepatnya di dua daerah yaitu Bali dan Jawa. Di Jawa dipilihlah daerah Mojokuto nama samaran yang
lebih dikenal dengan kota Pare, suatu kota kecil di Kediri, Jawa Timur. Apabila dilihat sekilas satu
daerah itu tak bisa mewakili kebudayaan Jawa secara keseluruhan. Akan tetapi dalam pandangan
Geertz, alasan mengapa memilih kota kecil tersebut karena kota tersebut merupakan pusat daerah
kekuasaan Hindu-Jawa, awal sejak berdiriya kerajaan Daha hingga Singosari selain itu juga adanya
hubungan historis dengan kerajaan Majapahit yang berpusat di Mojokerto. Selain hal tersebut yang
membuat Gertz tertarik mengkaji daerah tersebut sebagai miniatur Indonesia dikarenakan Kediri juga
merupakan salah satu daerah santri (hijau) dan sekaligus nasionalis (merah). Ia menjelaskan Mojokuto
adalah suatu tempat dimana makna kejawaan itu sangat kental dirasakan. Mojokuto yang sarat
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Dalam merumuskan teorinya ini, Geertz melihat bahwa dibalik pernyataan
sederhana bahwa penduduk Jawa yang 90% beragama Islam, sesungguhnya
terdapat variasi dalam sistem kepercayaan, nilai dan upacara yang berkaitan
dengan masing-masing struktur sosial tersebut. Clifford Geertz melihat agama
sebagai fakta budaya, bukan semata-mata sebagai ekspresi kebutuhan sosial,
ketegangan ekonomi atau neurosis tersembunyi, meskipun hal-hal ini juga
diperhatikan melalui simbol, ide, ritual, dan adat kebiasaanya. Agama juga bukan
hanya berkutat dengan wacana kosmis tentang asal-usul manusia, surga, dan
neraka, tetapi juga merajut perilaku politik saat memilih partai, jenis perhelatan,
dan corak paguyuban. Praktik-praktik beragama seperti itulah yang memberi
semacam “peta budaya” untuk melacak jaringan sosial yang dibentuk oleh
warga.Realitas keagamaan dalam keseharian, menurut perspektif Geertz, sangat
pluralistis dari pada doktrin formal yang menekankan wacana standar yang
global.24
Tipe subtradisi kebudayaan sosial yang dimaksud abangan dicirikan yang
intinya orang yang berpusat di pedesaan corak keberagamaannya kejawen,
pekerjaan cenderung kasar dan rendahan serta tinggal didaerah pinggiran seperti
halnya petani, yang seringnya adanya upacara selametan, tingkeban, mitoni serta
kompleksitas akibat adanya benturan budaya, adanya intergrasi yang berimbang antara unsur-unsur
Animisme, Hindu, Islam, suatu Sinkritisme utama orang jawa yang yang merupakan tradisi utama
rakyat yang sebenarnya dipulau itu, Cliffort Geertz, Abangan Santri Priyayi dalam Masyarakat Jawa.
terj. Aswab Mahasin. (Bandung: Dunia Pustaka Jaya. 1981), 6.
24Degung Santikarma, “Selamat Jalan Pak Clif.”,dalam www.kompas.com, (diakses tanggal 10
September 2016).
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kepercayaan yang kompleks dan rumit terhadap mahluk halus (memedi, lelembut,
tuyul, demit, dll.), dan seluruh rangkaian teori dan praktek pengobatan magis,
sihir.25 Dalam golongan orang Islam kejawen meskipun tidak menjalankan ritual
ibadah sholat, puasa, haji tetapi juga masih percaya kepada ajaran ketuhanan
agama Islam.26
Adapun Santri dicirikan yang intinya orang yang berpusat di tempat
perdagangan atau pasar, corak keberagamaannya cenderung taat dalam beribadah,
pekerjaannya pedagang, saudagar dan tinggalnya biasa disekitar pasar dan
Priyayi, yang intinya dicirikan orang yang berpusat di kantor pemerintahan di
kota, seorang aristokrasi, corak keberagamaannya Hindhu-Budha, pekerjaan
didominasi para pegawai dan tinggalnya didekat pusat pemerintahan.27 Namun
demikian, ketiga inti struktur sosial di Jawa, desa, pasar dan birokrasi pemerintah
pada masa itu oleh Geertz dipandang dalam pengertian yang cukup luas.
Maksudnya ada kemunginan pengklasifikasian itu bukan menjadi pemeluk
subvarian golongan tertentu atas dasar ciri-ciri tersebut. Misalnya santri yang
harusnya seorang pedagang akan tetapi justru bercirikan seorang petani, hal itu
dikarenakan seorang petani yang taat agama. Bisa juga seorang abangan akan
tetapi kehidupannya berada di pasar dan lain sebagainya. Ini hanyalah
25Geertz, Abangan.,1-2.
26Koentjaraningrat.Manusia dan Kebudayaan di Indonesia.(Jakarta: Djambatan, 2004), 347.
27Geertz, Abangan, 2-9.
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penggolongan menurut pandangan Geertz pada masa itu.28
Clifford Geertz mengolaborasi kenyataan ini, bahwa terdapat adanya
fenomena persinggungan antara Islam dan kekuatan lokal, pada dimensi-dimensi
tertentu sebenarnya tidak bisa menggambarkan secara utuh eksistensi Islam di
Jawa, akan tetapi masih ada kekuatan lain selain abangan dan santri dalam
kenyataan sosial budaya masyarakat Jawa, yakni kelompok priyayi. Kelompok ini
dalam keseharian, memiliki sejumlah karakter yang berbeda seperti apa yang
biasa dilakukan oleh para Santri dan Abangan.29
F. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum
yang mencari datanya dalam praktik hukum yang ada di masyarakat. Adapun
rincian metode untuk mencapai tujuan-tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
a. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yang menggunakan data
primer berupa hasil observasi dan hasil wawancara.
b. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Jepang, Kecamatan Margomulyo
Bojonegoro
c. Adapun responden-responden yang akan diteliti adalah masyarakat Samin
yang beragama Islam, para tokoh masyarakat dan pemuka adat.
d. Pengumpulan data primer:
28Ibid.
29http://pusponugroho99.blogspot.co.id/2013/04/agama-jawa-dalam-pandangan-clifford.html.
(diakses pada tanggal 10 September 2016).
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Data primer dikumpulkan melalui sarana wawancara dan observasi langsung.
Wawancara dan observasi juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana
praktik pelaksanaan pembagian warisan di kalangan keluarga Muslim
masyarakat Samin; dan hukum apakah yang digunakan dalam pembagian
waris serta mengapa mereka menggunakan hukum tersebut. Wawancara ini
dilakukan terhadap para nara sumber berupa para tokoh masyarakat, tokoh
agama dan tokoh adat. Wawancara juga dilakukan kepada para responden
yaitu masyarakat yang beragama Islam yang pernah melakukan pembagian
warisan.
e. Mengumpulkan data sekunder
Data sekunder diperoleh dari beberapa sumber seperti:
1. Data yang berkaitan dengan wacana kewarisan dan penerapan hukum
Islam di masyarakat.
2. Sumber dari koran, majalah dan publikasi lainnya, serta dokumen-
dokumen yang terkait dengan tema penelitian ini.
f. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis
sosiologis antropologis. Pendekatan tersebut digunakan untuk dapat memotret
praktik-praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh keluarga
Muslim masyarakat Samin Bojonegoro dari mulai awal masuknya Islam pada
masyarakat tersebut sampai saat ini, guna mengetahui hukum waris apa saja
yang pernah digunakan.
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Selain itu, pendekatan tersebut juga digunakan untuk mengetahui latar
belakang sosio kultural dan sosio politik keluarga Muslim masyarakat Samin
Bojonegoro dalam hal penggunaan hukum waris tertentu. Hal ini menyangkut
adanya pergesekan dan tawar-menawar antara hukum Islam yang tentu
menjadi bagian dari ajaran agama yang dianut dan hukum adat yang mana
merupakan tradisi nenek moyang.
g. Langkah-langkah analisis data:
1. Menganalisis data hasil observasi dan wawancara tentang bagaimana
pelaksanaan pembagian warisan pada keluarga Muslim masyarakat Samin
Bojonegoro.
2. Menganalisis data hasil observasi dan wawancara tersebut, dengan
menelusuri mengapa keluarga Muslim masyarakat Samin Bojonegoro
lebih memilih untuk menggunakan hukum waris tersebut.
3. Menganalisis data hasil observasi dan wawancara tersebut, dengan
mengkaitkan kepada sumber normatif berupa peraturan hukum yang
seharusnya berlaku.
G. Sistematika pembahasan
Untuk mempermudah dalam memahami alur pembahasan tesis ini, maka perlu
dipaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini. Bab pertama,
merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika
penulisan tesis.
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Selanjutnya bab kedua secara umum membahas tentang konsep teori
penerapan hukum Islam di Indonesia kaitannya dengan hukum adat yang hidup
dan berlaku dalam masyarakat, serta secara khusus akan dipaparkan penerapan
hukum waris di Indonesia terkait pergulatan antara hukum waris Islam dan adat.
Bab ketiga menjelaskan tentang realitas pemberlakuan hukum dalam
pembagian harta warisan oleh keluarga Muslim masyarakat Samin dusun Jepang,
Margomulyo, Bojonegoro. Dalam bab ini akan dipaparkan secara detil mengenai
kondisi geografis dan demografis desa Margomulyo, serta kondisi sosial budaya
masyarakat Samin. Selain itu juga akan dibahas terkait sejarah masuknya Samin
dan perkembangannya di desa Margomulyo dan yang terakhir tentang praktik
pembagian harta warisan yang diberlakukan.
Selanjutnya analisis terhadap paparan data yang telah diperoleh
sebagaimana yang disajikan dalam bab ketiga, akan dibahas dalam bab keempat.
Analisis dilakukan dengan menggunakan teori pemberlakuan hukum Islam di
Indonesia, yang dalam hal ini lebih khusus pada pemberlakuan hukum waris
dalam masyarakat Samin di dusun Jepang, Margomulyo, Bojonegoro.
Untuk mengetahui kesimpulan akhir dalam penulisan tesis ini, penyusun
menyajikannya di dalam bab kelima yang sekaligus merupakan penutup, yang
berisi kesimpulan pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang menjadi






1. Hukum waris yang digunakan oleh keluarga muslim masyarakat Samin
Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro dalam pembagian harta warisan
mereka adalah hukum waris adat Samin. Adapun dalam perkembangannya
pelaksanaan hukum waris adat tersebut sama sekali belum terpengaruh oleh
hukum waris Islam, meskipun mereka – masyarakat Samin – sudah
beragama Islam.
2. Penggunaan hukum waris adat oleh keluarga muslim masyarakat Samin
Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro dalam pembagian harta warisan
adalah dikarenakan masih kuatnya dominasi nilai-nilai adat terhadap ajaran
Islam dalam kehidupan masyarakat. Tradisi sosial keagamaan masyarakat
Muslim Samin yang masih tergolong abangan menjadikan hukum Islam
tidak diberlakukan dalam kekeluargaan masyarakat Samin.
B. Saran
1. Masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro merupakan satu
di antara begitu banyaknya masyarakat adat di Indonesia yang sampai saat
ini masih memegang teguh ajaran leluhurnya, yaitu Samin Surosentiko.
Namun keberadaan mereka masih saja dipandang sebelah mata oleh
masyarakat luas. Sikap eksklusif, kolot dan bodoh seakan sudah melekat
erat sebagai citra masyarakat Samin di mata masyarakat pada umumnya,
sehingga menyebabkan kebanyakan pemuda Samin merasa malu mengakui
126
identitas mereka. Dalam hal ini hemat penulis perlu diadakan penilitian
lebih mendalam secara historis sosiologis terkait masih kuatnya nilai-nilai
budaya setempat. Di tengah modernitas zaman yang semakin mengarahkan
manusia ke arah materialistik dan individualistik, justru masyarakat Samin
yang sanggup menciptakan harmonisasi kehidupan dengan
mempertahankan kebersamaan, gotong royong, saling membantu satu sama
lain serta menjunjung tinggi kerukunan sesama manusia tanpa
membedakan suku, ras maupun agama.
2. Masyarakat Samin merupakan masyarakat yang memiliki keunikan
tersendiri dengan kearifan lokal yang mereka miliki. Meskipun tidak sedikit
penelitian yang telah dilakukan terhadap masyarakat Samin, namun tentu
masih begitu banyak hal yang menarik untuk diungkap lebih mendalam
dari ajaran-ajaran dan kehidupan sosial mereka. Untuk itu bagi para
peneliti, perlu kiranya mengadakan penelitian lebih jauh untuk memotret
kehidupan masyarakat samin dari berbagai sudut pandang.
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